


3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentu

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 “Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Nega.ra Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6398);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tﬁt.‘nuni 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negare Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 657 3);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 46 14);

Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah [Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Lapc










Lampiran : Keputusan Bupati Sialk
Nomor : 2|7 /HK/KPTS/2022
Tanggal : J7F Janmari 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU|
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

1. Nama Unit Organisasi : Kantor Kecamatan Tualang
2. Tugas : Memberikan dukungan kepada kepala Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daecrah ditingkat Kecamatan
3. Fungsi : 1. Mengkoordinasikan Kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Mengkoordinasikan Upaya penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban umum
¥ 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas nmum
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan legia werintahan di tingkat Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintshar: K &/ Kelurahan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat vang adi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat
dilaksanakan pemerintahan Kampung/Kelurahan
8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya
8. Mengkoordinasikan kegiatan UPTD atau Instansi pemerintah di wilayah kerjanya
4 Indikator Kinerja Utama
HO SASARAN STRATEGIS INDIEATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN ALASAN/SUMBER DATA
1 2 3 i = 5
1 |Meningkatnya kualitas pelayanan 1. Tingkat kepuasan masyarakat atas e Reputusan = Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara
Publik ditingkat Kecamatan pelayanan Kantor Kecamatan | IKM | _ Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan
| = Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
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